SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGES AHAN
SURAT PESANAN (SP) TANDA BUKTI PERJANIIAN :

NOMOR : D691/ V/ITDA2024
TANGGAL SP: 20 Mej 2024

Yang bertanda tangan di bawah i -

[ Made Sumiarta, SH., M.AP
Inspekiur Daerah Kabupaten Klungkung

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapurad: - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabut Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
koperas: pasar snnadi klungkung

jalan mahoni semarapura klod

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebapai berikut -

Rincian Barang



Daftar Produk PAKET P48-P2405-9203306
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TERBILANG : Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupish

SYARAT DAN KETENTIUJAN :

1. Hakdan Kewajiban
B Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima permbayaran atas pembelian barang sesual
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP inl.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

8. tdak membuat danfatay menvampaikan dokumen dan/atsu
keterangan lain yang tidak banar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elektronik;

b. tidak menjual barang melalyl &-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalul e-Purchasing peda periode penjuaian,
jurniah, dan tempat serta spesifikasi teknls dan persyaratan yang sama:

e, mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam 5P ini selambat-lambatnva
pada (tanggal/butan/tahun) sejak 5P ini diterima oleh Panyedia;

d. bertanggunglawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

e. menggant! barang setelah Pejabaet Penandatangan/Pengesahan Tanda
Buktl Perjanjlan melalul Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menermukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada seat pengiriman bBarang hinggs BarEng
diterima olsh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl
Perjanjlan; dan/atau

3, barang vang diterima tidak sesual dengan spesifikasi barang
sebagalmana tercantum pada 5P inl,

f. membaerikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

g- memberikan layansn purnajual sesual dengan ketentuan garansi
masing-masing barang,



b. PEIABAT PENAN DATANGAN/PENGESAHAN TANDA BLUKT PERIAMIIAN
L Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian memiliki hak:

8. mensrima barang dari Penyedia sesual dengan spesifikasi YENE
tercantum di dalam 52 inl,

k. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang vang
dipesan;
€. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi:
Z. barang rusak pada gaat pengiriman berang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjan|lan; dan/atau
5. barang yang diterima tidak sesual dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada 5P ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan separt| instalasl,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesual dengan ketentuan garansi
miasing-masting barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengeszhan Tanda Buktl Perjanjian memifiki kewajiban;
a. melakukan pernbayaran sesual dengan total harga yang tercantum di
dalam 5P Inl; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang:
memastikan [ayanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabliz ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambamya pada (ranggal/bulan/tahun) sejak SP i diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengimmkan barang ke alamat sebagai berikut:

Julan Crajah Mada nomor 66, Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali

4, Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada



=. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

.

b.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt| Perjanjian mefalui PPHP menerima
barang dan melakukan permeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam 5P inl.

Dalam hal pads saat pemeriksaan barang, Felabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanfian menermukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi:
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatargan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesual dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada 5P ini.

hiah_Pejnba: P:mdﬂnngan@mg@an Tanda Bukt Perjanjian dapal menolak
penerimagn barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat mutu atan kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukil Perjanjlan dapat meminta Tim Teknls
untuk melakukan pemeriksaan ataw uji mutu terhadap barang vang diterima,

Fejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk manemukan dan mengungkspkan cacat mutu serta melakukan
pengujlan terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau  kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (1) harl kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Peranjlan membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada 5P ini.

Harga 5F telah memperhitungian keuntungan, pajak, biaya overhead, blava pengiriman,
blaya asurans|, biaya layanan tambahan {apabila ada) dan biaya layanan pumna jual.
Rincian harga 5P sesuai demgan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga,

7. Perpajakan

Penvedia berkewajiban untuk membayer semua pajak, bea, retribusi, dan punputan lain
vang sah yang dibebankan oleh hukum vang berfaku atas pelaksanaan SP. Semun
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalthan danfatau subkontrak

Pengaliban seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Fenyedia, balk sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.



b, Pengalihan sebaglan pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut:

1. Pengalihan sebaglan pelaksansan Kontrak untuk barangfjasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang)

dari  Penyedla kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi; dan

4. Pengalihan sebagion pelaksansan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jase

yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerfaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hat mix dan lain sebagainya.

3. Perubahan 5P
8. 5P hanya dapat diubah melalui adendum sp,
b. Perubahan 5P dapat dilakukan apabila disetujul cleh para pihak dalam hal terjadi

perubahan |adwal peEngiriman barang atag permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau parmahonan Penyedis yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan,

10, Peristiwa Kompensasi
a, Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam  hal Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan intelektual

Penyedla berkewaflban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan,/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Buktl Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewafiban, kehilangan,
kerugien, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termacuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12, laminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

Penyedia dengan jaminan pabrikan darl produsen pabrikan (Jike ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selames penggunaan secare  wajar cleh  Pefabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perfanfian, Bareng tidek mengandung cacat



mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja,

Jaminan bebas eacat mutu inl berfaku sampal dengan 12 (dua belas) bulan setatah serah
terima Barang atau Jangka waktu laln yang ditetapkan dalam SP ini,

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan akan menyampalkan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cscat muty
tersabut seiama Masa Layanan Purmajual,

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tands
Bukti Perjanjlan, Penyedia berkewajiban untuk memperbalki atau menggant| Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

lika Penyedia tidak memperbaikl atau mengganti Barang akibat cascat mutu dalam
Jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung blaya perbaikan vyang diperiukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjlan secara langsung atau melalul pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Parjanjlan
skan melzkukan perbaikan tersebut, Penyedia berkewajiban untuk membayar blaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesual dengan kizim vang diajukan secars tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan dari nilai
taginan Penyedia

13, Pambayaran

14. Sanksl
i

pembayaran prestasl hasil pekerjsan yang disepakatl dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

1. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan

3. pembayaran harus dipotong dends (apabiia ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelsh pekerjaan selesal 100% [serstus
perieratus] dan bukt penyerahan pekerjaan diterbitkan,
Pefabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjlan melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatrya (1) harl keria setelsh PRE
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia d kenakan sanks| apabila:

i. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-dambatnya (90) harl kerja:

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesual dengan kesepakatan dalam transaksi
melalul e-Purchasing dan 5P inl tanpa disertal alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalul proses e-Purchasing dengan harga vang leblh mahal dari
harga Barang/lasa yang dijual sefain mefalul e-Purchasing pada periode
penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifikasl teknis dan persyaratan yang
E3ma.



b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertufls;
2, denda: dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
#.  penghentian sementara dalam sistemn transaksi e-Purchasing: atay

b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue),
€. Tata Cara Pengensan Sanksi

P:jahatl Penandatangan/Pengesahan  Tanda Bukti  Perjanjian mengenskan  sanksi
sehag.guuum 1dimil-:su|:1 dalam huruf a dan huraf b berdasarkan ketentuan M genai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan 5¢
3. Penghentian 5P dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal stay terjad| Keadaan

Kahar.

b. Pemutusan SF oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tandas Bukti Perjanjian
L. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perfanjian dapat melakukan
pemutusan 5P apabila;

b.

kebutishan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihl batas berakhimya
SP;

berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampal dengan
50 (lima puluh) harl kalender sejak masa berakhirmya pelaksanaan
pekerizan untuk menyelesaikan pekerjazn:

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampal dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak maza berskhirmyva pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/lasa tidak dapat manyelesaikan pakerjsan;
Penyedia lalaifcidera janjl dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalatannya dalam jangka waktu vang telah ditetapkan:
Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan danfatau pemalsuan
dalam proses FPengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang
berwenang; dan/atau

pengaduan tentang penyimpangsn prosedur, dugssn KKN danfatau
pelanggaran  persaingan  sehat dalam  pelaksanasan  pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Permmutusan 5P sebagalmana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (1) har kera seiclah Pejabat Penandatangan/Fengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menvampaikan pemberitahuan rencana pemutusan 5P secara
tertuiis kepada Penyedia,
c. Pemutusan 5P aleh Penyedia
1. Penyedia dapat melskukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagal
berikut:

akibat keadaan kahar sehingga Penyedia thdak dapat melaksanakan
pekerjzan sesual ketentuan 5P atau adendum 58



16,

17.

18,

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjfanjian gagal
mamatuhi keputusan akhir paryelesaian persellsihan; atau
€. FPejabar Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhl keéwajiban sebagaimana dimeksud dalam 58 atau Adendum
5P,
£ Pemutusan 5P sebagaimana dimaksud pada angka 1] dilakukan selambat-
lambatnya (1) kerja setelah Penyadia ményampaikan pemberitahuan rencana

permutusan 3P secara tertulls kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian,

Denda Keteriambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wakm sebagaimana
ditctapkan dalam SP ini karena kesalahan Penvedia, dikenakan dends keterlambatan
scbesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga ateuw dari sebagian total harga
sehagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewsjiban yang ditentukan dalam 5P menjadi
tidak dapat dipenuhil.

b. Dalarn hal terfadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjlan
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) har kalendar sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan aleh pihakfinstansi yang berwenang sesuai
ketantuan peraturan perundang-undangan,

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan vang dissbabkan oleh
perbuatan atau kelalalan para plhak,

d. Keterlambatan pelaksanzan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinys Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

&, Setelah teradinya Kesdasn Kahar, para pihak dapat melakukan kesspakatam, yang
dituangkan dalam perubahan 5P,

Pemyvelasaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungeuh menyvelesaikan secara damai semua perselisihan vang
timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pckerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atan pengadilan
negeri dalam wilavah hukum Repoblik Indonesia



19, Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin  bahwa tidak satu  pun personil satuan  kega  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tclah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari 8P ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran vang mendasar terhadap SP ini,

20, Masa Berlaku 5P

S5F m berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan,

Demikian 5P i dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Klungkung Untuk dan atas nama PenyediaKemitraan

Inspekiur Daerah Kabupaten Klunghkung Jalan mahoni semarapura klod



ARA SEHRAH TERIMA FLAS PERE R A

Namor : 900, 1.7.2 /1 2%4/ X/ TTDA2024

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh ‘mpat
bertanda tangan dibawah ini s e

Dan Pihak Pemilik Pekerjaan — PIHAK PERTAMA

[ Nama | Koperas: Srinadi
Alamat : Jalan Rama, Semarapura Kelod

I Dan Pihak Pelaksana/Penugas - PIHAK KEDUA
Mama [ Made Sumiarta, SHM.A P
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung
Alamat : Il Gajah Mada No 66 Semarapuara

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Surat Pesanan
(SP) Nemor : 0690/V/ITDA/2024 tanggal 20 Mei 2024 kepada PIHAK PERTAMA

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaksanaan pekerjaan/penyerahan pckerjaan oleh
PIHAK PERTAMA telah mencapai tahap presentasi 100% dengan baik, schingga
PIHAK. PERTAMA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar
Rp.5.605.000 (Lima Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima im dibuat dengan sebenamnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinva

Sepakat dan Menyetujui Pengguna Anggaran ( PA)
Barang/Jasa Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
A o L RART "_'ﬂ'-.‘:_‘

e, .-_-.-- —




SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PETABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
SURAT PESANAN [SP) TANDA BUKTI PERJANJIAN -

NOMOR : 0690/V/1TDA/2024
TANGGAL SP : 20 Mai 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

I Made Sumiarta, SH., M.A_P

Inspektur Daerah Kabupaten Klunghkung

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapurad - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjuinya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,

koperasi pasar srinadi klungkung
Jalan mahoni semarapura klod
selanjutnya disebut sebagai Penvedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

Rincian Barang



Dafiar Produk PAKET Pas-P2404-9003755

i
89122-P48- B
IIEEH&EE

Spandul, Daliho,
Hamner Pring

. : e, oy R
Nama Produk  Kuantitss ™MP1@ Harga Harga |Tann|IFﬂ1|iﬂmqn'

 Uang | Satuan | Kirim Produk o
oINS, R A I e
o | |
DR RPO,00 30 April 2024 i
24.000,00 Ap 11,320.000,00

TERBILANG : Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memilili hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesua)
dengan total harga dan waktu yeng tercanturm di dalam 5P ini.
2. Penyedia memiliki kewa|iban;

i

tidak membuat dan/atau menyampalkan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elektronik;

tidak menjual barang melalul e-Purchasing lebth mahal dari harga
barang yang dijual selain melslui e-Purchasing pads periode penjualan,
jumilah, dan tempat serta spesifikas teknis dan persyaratan yang sama;
mengirimkan barang sesual spesifikasi dalam 5P ini sefa mbat-lambatnya
pada (tanggal/bulan/tahun) sejak 5P ini diterima oleh Paryedia;
bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

menggant! barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalul Peiabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi:

i. barang russk pada sast pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjaniian; dan/atau '

3. barang yang diterlma tidak sesual dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantumn pada SF inl.

memberikan layanan tambahan yvang diperdanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

memberikan layanan purnajual sesual dengan ketentuan Harans
masing-masing barang,



B, PEIABAT FEHAHDATANGAHHFEHEE#HAH TANDA BUKT! PERJANIIAN
1. Pejabat F-lnvarrdlhnpn.l"ﬂrun:han Tanda Bukt! Parjanjlan mamiliki hak:
8- menerima barang dari Penyedia sesya dengan spesifikasi yang
tercanturn di dalam 5P ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;
€. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengifiman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesual dengan spesifikas) barang
sebagaimana tercantum pada 5P ini,
d. Mendapatkan layenan tambahan vang diperjan/ikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
& Mendapatkan layanan pu majual sesuai dengan ketentusn EBransi
masing-masing barang.
4, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mamiiiki kewa|iban:
2. melakukan pembayaran sesual dengan total harga yang tercantum di
dalarm 5P ini: dan
memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
memastikan layanan tambahan telzh dilaksariskan cleh  penyedia
seperti nstalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada),

Waktu Peéngiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

- Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Julan Gajah Mada nomor 66, Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali

Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada



5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

b.

Pejabat Penandatanga n/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemériksaan barang berdasarkan ketentuan di dalarm 5P ind,

Dalam hal pada saat pemerikszan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perfanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat praduksi:
2. barang russk pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt| Ferjanjian; dan/atau

3. barang vang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada 5P fni,

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapal menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penvedia
as cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Perandatangan/Pengesahan Tanda Bukt! Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau ujli mutu terhadap barang yang diterima.

Fejabat Penandatangan/Pengesahan Tands Bukii Perjanjian depat memerintahkan
Pervedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atay kerusakan,

Peryedia bertanggungiawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
mermberikan penggantian barang selambat-lambatnya (1) hari kerja,

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Feranjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebozar harga yang tercantum pada SP ini,

Harga 5P telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biayas averhead, blaya pengiriman,
bizya asuransi, biaya lsyanan tambahan (apabila ada) dan biaya kayanan purna jual,
Rinclan harga SP sesual dengan rinclan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga,

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungul@ lain
vang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluiran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

BE. Pengalihan dan/atau subkontrak

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, balk sebagal akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan,



b, Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut:

1. Pengalihan ssbaglan pelaksanaan Kontrak untuk barangfjasa vang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan sepertl pengiriman barang [distribusi barang)
dari  Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Deerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanasan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
vang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minar),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan |ain sabagainya,

5. Perubahan P

4. 5P hanya dapat diubah melalul adendum 5P,

b. Perubahen 5P dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjad|
perubahan Jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Perjanjian atau permohanan Penyedia yang
disepakati aleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10, Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompenszasi dapat diberfkan kepada pe nyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tedambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayean Intelektual

a, Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimican/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektusl (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
Bpapun,

b. Penyedla berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesaban Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan Maim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnye yang dilskukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia,

12. laminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan darl produsen pabrikan (jlka ada) berkewajiban
untuk  menjamin  bahwa selama penggunaan secarz  wajar oleh Pajabat
Penandatangan/Pengesahan Tenda Bukti Perfanjian, Barang tidak mengandung cacat



mutu yang disebabkan cleh tindakan atsu kelalatan Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaky sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam 5P ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perlanjlan akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditermukan cacat muty
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat muty oleh Fejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau menggantl Barang
dalam Jangks waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jka Penyedia tidak memperbaiki atau menggantl Barang aklbal cacat mutu dalam
[angka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukel
Perjanjian akan menghitung bisya perbaikan vang diperlskan dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalul pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut, Penyedia berkewajiban untuk membayar blaya
perbalkan atau penggantian tersebut sesuad dengan klaim yang diajukan secara tertulls
oleh Pejabat Pena ndatangan/Pengesahan Tanda Bulkt Perjanflan. Blaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perlanjian dari nifai
Eagihan Penyedia.

13, Pembayaran

b.

&

14, Sanksi
a.

pembayaran prestasl hasll pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perfanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan:

2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus : dan

3. pembayaran harus dipatong denda {apabila ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilskukan setelah pekerjaan selesai 100% [seratus
perseratus) dan buktl penyerahan pekerjaan diterbitkan,
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjlan  meiakukan proses
pembsyaran atas pembellan barang selambat-lambatnya (1) harl kerja setelah PPE
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksl apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat4ambatnya (90) hari kerla;

2. Tidak dapat memenuhi pessnan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalul e-Purchasing dan SP Ini tanpa disertal alasan yang dapat diterima:
dan/atay

3. menjual barang melalul proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/fasa yang dijual salain melabui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumizh, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
s=ama.



b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimeksud dalam Ruruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulks;
2. demda: dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
8. penghentlan sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau

b. penurunan pencanturman dar Katalog Elektronik (e-Catalogus).
t. Tata Cara Pengenaan Sanks|

Fejnbal_ Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukei Perjanjiasn  mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan 5¢

2. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesal atau terfad| Keadaan
Kahar,
b. Pemutusan 5P oleh Pejabat Penandatangan/Fengesahan Tanda Bukti Pe rjanjan
1, Pejabat Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjlan dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnys
=

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan,/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak skan mampu  menyelesalksn
keseluruhan pekerjaan walaupun dibarikan kesempatan sampai dengan
S0 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan:

c. setelh diberikan kesempatan menyeleszikan pekerjaan sampal dengan
50 (lima puluh) heri kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/lasa tidak dapat menyelesaikan paker|aan;

d. Penyedia lalal/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperoaiki kelalalannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan:

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau permalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi Vvang
berwenang: dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugssn KEN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam  pelaksanasn pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pernutusan 5P sebagalmana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatoya (1) harl kerja setelah Pejabat Fenandatangan/Fengesahan Tanda
Bukti Perjanjlan menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan 5P secara
tertulls kepada Penyedia.

£ Pemutusan 5P cleh Penvedia

1. Penyedia dapat melskukan pemutusan Kentrak jika tersdi hal-hal sebagal
berikut;

8. akibat keadasn kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesual ketentuan SP atau adendum 5P



b. Pejabat Perandatangan/Perigesahan Tanda Bukrl Perjanjlan gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian persalisinan; atau
€. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Parjanjiarn tidak
memenuhl kewafiban sebagaimana dimaksud dalam 5P atsu Adendum
5P,
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (1] kerfa satelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana

pemutusan SF secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tands Bukti Perjanjian,

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Ir

Penyedia vang terlambat menvelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimang
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar |/1000 (sato perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan

Keadaan Kahar

8. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang teradi diluar kehendak para pihak dan tidzk
dapat giperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam 5P menjad
tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadl Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buktl Parfanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-la mbatnya 14 [empat belas) hari kalender sejak
terjadinye Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadsan Kahar adalah hal-hal mearugikan yang disebabkan aleh
perbuatan atau kelalalan para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadsan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para plhak dapat melakukan kesspakatan, yang
dituangkan dalam perubahan Sp.

. Peryelesalan Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menvelesakan secara damai semua perselisihan yang
timbul dan atau berhubungan dengan SP ini atau mierpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia,



19, Lerangan Pemberian Kormisi

Penyedia menjamin  bahwa  tidak sali  pun  personil  satugm kerja  Pgjabat
Fenandmngm"ngesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atay akan menerima komisi
dalam bentuk spapun {eratifikast) atan keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ing. Penyedia menvetujui bahwa pelanggaran syarat inj
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP inj,

20. Masa Berlaku sp

SP im berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian 5P mi dibust dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Klungkung Untuk dan atas nama Penvedia®emitraan

JMAP

e el

Inspektur Dagrah Kabupaten Klungkung jalan mahoni semarapura klod



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomaor ; 900.1.7.2 1253/ X/TTDA2024

Pacla hari ini Selasa 1anggal Satu Bulan Oktober Tabun Dua Ribu Dua Puluh Empat vang
bertanda tangan dibawah im
Dari Pihak Pemilik Pekeraan — PIHAK PERTAMA

I Nama - Koperasi Srinadi
Alamat : Jalan Rama Semampura Kelod

L. Dari Pihak Pelaksana/Penugas - PIHAK KEDUA
Nama [ Made Sumiarta, SHM AP
Jabatan  Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung
Alamat : J1. Gajah Mada No.66 Semarapura

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan sesum Surat Pesanan
(SP) Nomor ; 0690/V/ITDA/2024 tanggal 20 Mei 2024 kepada PIHAK PERTAMA

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaksanaan pekerjaan/penyerahan pekerjaan oleh

PIHAK PERTAMA telah mencapai tahap presentasi 100% dengan baik, sehingga
PIHAK PERTAMA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar
Rp.1.320.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Benita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Pengguna Anggaran ( PA)

Equlmt dln Menrn:tnjui
inpeius T PEEWHE‘I‘HH Kabupaten Klungkung




SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Made Sumiarta, SH., M.A.P

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR : 1054/VII/ITDA/2024

TANGGAL SP : 29 Juli 2024

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura& - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

HERA FOTOCOPY
JIn. Gajahmada No. 78 Semarapura Kangin

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET P48-P2407-9941064

Nama Produk Kuantitas Mata Harga

Uang Satuan

3221000001-P48-

083741255 5760.0 IDR Rp 275,00

Jasa foto copy hitam-

putih-hera fotocopy

3270000004-P48- R

193490408 350  [IDR P

18.000,00

Jilid cover buffalo

Tanggal
Pengiriman
Produk

Harga

.. Total Harga
Kirim

31 Desember 2024 Rp

Rp 0,00
1.584.000,00

Rp 0,00 (31 Desember 2024 |Rp 630.000,00



TERBILANG : Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya
pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)



2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:Jalan Gajah Mada nomor 66,
Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

6. Harga

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan
purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.



7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a.

b.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi
barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a.
b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
vang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.



c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. lJika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan vyang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus ; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (1) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (90) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/lasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.



b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

C.

1.

2.

a.

kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
SP;

berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan vyang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.

Pemutusan SP oleh Penyedia
Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai

1.

2.

berikut:
a.

akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum
SP.

Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak



18,

19.

20,
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c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adaiah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d, Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan 5P,

Penyelesaian Persefisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penvedia berkewajiban
untuk berupava sungeuh-sungguh menvelesaikan secar daman semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP il atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan ndak dapat diselesaikan secara musyawarah
maka perselisihan akan diselesmkan melalwi arbitrase, mediasi, konsiliasi atau
pengadilan negen dalam wilayah hukum Republik Indonesia

Larangan Pemberian Kamisi

Penvedia menjamin  bahwa tdak satw pun persom! satan kema Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjion telah atau akan menenma komisi
dalam bentuk apapun (gratifikas:) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun hdak langsung dan SP imi. Penyedia menyetuju bahwa pelanggaran svaral i
merupakan pelanggaran vang mendasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku 5P

SP im berlaku scjak tanggal SP im diandatangani oleh para pihak sampair dengan
selesainva pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP i dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermateral dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama

AENE

Untuk dan atas nama Kab, Klungkung Untuk dan atas nama PenyvediaKemitraan
(K500
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian HERA FOTOCOPY

KL

e B

I Made Sumiarta, SH., MLA P

Inspekiur Daerah Kabupaten Klungkung Jin. Gajahmada No. 78 Semarapura Kangin






SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
SURAT PESANAN (SP) TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR : 1167.1/IX/ITDA/2024
TANGGAL SP : 06 September 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Made Sumiarta, SH., M.A.P
Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura& - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Pisang Montok

JI. Antosari Gg I No.5 Semarapura, Link Br Bendul

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET MW1-P2409-10317747

Mata Harga Harga | Tanggal Pengiriman

Nama Produk Kuantitas Uang Satuan Kirim Produk Total Harga
88169-MW 1-
187608856 450.0 IDR Rp Rp 0,00 |31 Desember 2024 Rp

25.000,00 11.250.000,00
Nasi Kotak
88169-MW 1-
187606262 4500  |IDR Rp 7.000,00 Rp 0,00 |31 Desember2024 | P
3.150.000,00

Snack

TERBILANG : Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah



SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya
pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).



2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

6. Harga

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (1) hari kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan
purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi
barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yvang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.



e. lJika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan vyang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (90) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (1) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/lasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:



C.

kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
SP;

berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan vyang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.
Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai

berikut:
a.

akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum
SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak

a.

dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar

tidak dikenakan sanksi.



‘F’ : a

[ mmmwmﬂm“mﬂ
dituanghan dalarn pervisehan 5P

18, Penyeletainn Parselisihan
Pejatut Penandatangan/'engesaban Tunda Bukti wﬂmﬁthﬂlﬁm
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18, Lerangan Pemberian Eomisi

Penyedin menjamin  bahwa  tidak  satu pun  personil  satuan  kemn  Pojabat

Pepandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan mencrima komisi
dalam bentuk apapun {gratifikasi) atau keuntongan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP mi. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat mi

merupakon pelanggarn yang mendosar terhadap SP i

20, Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tangeal SP ini ditandatangani oleh para pihak sempai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP im dibuat dan ditandatangani dolam 2 (dun) rungkap bermaterni dan masing-
masing memiliki kekuntan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
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SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
SURAT PESANAN (SP) TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR : 0429/111/ITDA/2024
TANGGAL SP : 27 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

I Made Sumiarta, SH., M.A.P

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura& - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Pisang Montok

J1. Antosari Gg I No.5 Semarapura, Link Br Bendul

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang



Daftar Produk PAKET MW1-P2403-8932788

) Mata Harga Harga | Tanggal Pengiriman
Nama Produk Kuantitas .. Total Harga
Uang Satuan Kirim Produk

88169-MW1- Rp Rp
187608856 1250.0 |IDR 25.000,00 Rp 0,00 31 Desember 2024 31.250.000,00
Nasi Kotak
88169-MW1- Rp
187606262 1280.0 |IDR Rp 7.000,00 [Rp 0,00 (31 Desember 2024 8.960.000,00
Snack

TERBILANG : Empat Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog
Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya
pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.



f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;
¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali



4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

6. Harga

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (1) hari kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a.

b.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang)
dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a.
b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.



12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin  bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a.

14. Sanksi
a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (1) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (90) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau



3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/lasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan vyang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (1) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.
c. Pemutusan SP oleh Penyedia



1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum
SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (1) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenubhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang



timbul dari atau berhubungan dengan SP i atau mierpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselishan tidak depat diselesmkan secara musyawarah
maka pnrsellsdmn akan diselesaikan melalu arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19, Larangan Pemberian Komisi

Penvedia menjamin  babwa tdak  satu  pun  personil satuan kepa Pejabal
Penandatan gan/Pengesahan Tanda Bukti Perganpian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah laimnya balk langsung
maupun tidak langsung dant SP ini. Penvedia menyetujui bahwa pelanggaran svarat in
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP im.

20. Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini diandatangami oleh para pihak sampai dengan
selesmnya pelaksanaan pekerjain.

Demikian SP imi dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masmg-
masing memiliki kekoatan hukum yang sama.

Uniuk dan atas nama Kab. Klungkung Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
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Dengan ini PIHAK KEDUA telah menyerabkan hasil peki :
(SP) Nomor ; nﬁmmurmmmwﬂim 202 krp-ﬂt

Berdasarkan hasil pemeriksaan, nﬂhpnhhmnh
PIHAK PERTAMA telah mencapai tahap presentes
PIHAK PERTAMA dapat mencrima pembayaran dari PIHAK KEDUA sehesar
Rp.40.210.000 (Empat Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

i 100% dengan hﬂh!ﬂhhﬂﬂﬂ

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenamya untuk dipergunakan

dan Menyetujui Pengguna Anggaran ( PA)
‘Barang/Jasa

hﬂpﬂlﬂ‘ Kabupaten Klungkung




SURAT PESANAN
SATUAN KERJA PEJABAT

PENANDATANGAN/PENGESAHAN
SURAT PESANAN (SP) TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR : 1057/VIVITDA/2024
TANGGAL SP : 29 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Made Sumiarta, SH., M.A.P

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura& - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

HERA FOTOCOPY

JIn. Gajahmada No. 78 Semarapura Kangin

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang



Daftar Produk PAKET SC1-P2407-9946993

Nama Produk

4299501004-SC1-
085105456

Alat Staples no 10 -
Herafotocopy
3219200001-SC1-
084950080

Amplop Putih
Kecil,Herafotocopy
3891102001-SC1-
190092134

Ballpoint - Faster F3

4299501004-SC1-
084640568

Binder cllip105, Herafotopy

4299501004-SC1-
084691238

Binder clip No
155,Herafotocopy
4299501004-SC1-
084666649

Binder clip No
260,Herafotocopy

4299501005-SC1-
193269588

Isi Staples No 10 Max

3214301002-SC1-
193382859

Kertas HVS A4 70gsm
putih,Sidu
3214301002-SC1-
190286891

Kertas HVS F4 70gsm
putih

. Mata
Kuantitas
ang
16.0 IDR
1.0 IDR
40.0 IDR
10.0 IDR
10.0 IDR
10.0 IDR
20.0 IDR
35.0 IDR
40.0 IDR

Harga
Satuan

Rp
18.000,00

Rp
18.300,00

Rp 2.000,00

Rp 7.000,00

Rp
13.000,00

Rp
20.000,00

Rp 3.500,00

Rp
55.000,00

Rp
64.500,00

Harga
Kirim

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 0,00

Tanggal
Pengiriman
Produk

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

31 Desember
2024

Total Harga

Rp
288.000,00

Rp 18.300,00

Rp 80.000,00

Rp 70.000,00

Rp
130.000,00

Rp
200.000,00

Rp 70.000,00

Rp
1.925.000,00

Rp
2.580.000,00



Nama Produk

4299501004-SC1-

087158283

Clip Kertas No 5 -

Herafotocopy

4299501004-SC1-

084706005

Clip kertas No 3,Hera

fotocopy

3211100001-SC1-

084795769

Map Kertas Folio
3513000001-SC1-

084919786

Tanggal

. Mata Harga Harga .
Kuantitas .. Pengiriman Total Harga
Uang Satuan Kirim
Produk

31D b

6.0 IDR  Rp4.000,00 Rp0,00 o cMP€T 5 24.000,00
2024
31D b

8.0 IDR  Rp2.500,00 Rp 0,00 . cocmP€r  r520.000,00
2024
31 Desember

60.0 IDR Rp 1.000,00 [Rp 0,00 Rp 60.000,00
2024

18.0 IDR Rp Rp 0.00 31 Desember Rp

’ 120.000,00 P 2024 2.160.000,00

Tinta isi ulang Printer
Epson 664,Herafotocopy

TERBILANG : Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a.

Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a.

tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama;

mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;



e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan
bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;

c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan vyang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum
di dalam SP ini; dan
memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP
ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.



Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali

Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

Harga

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan
purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.



7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau
pemisahan.

Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi
barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi
(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a.
b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia
yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi
atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk



pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a.

14. Sanksi
a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus ; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (90) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (1) hari kerja;



2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan



C.

Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan
SP secara tertulis kepada Penyedia.
Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau
Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a.

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia

berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya



19.

20,

selama atau setelah pelaksanaan pekenjaan. Jika persehisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka perselisihan akan disclesatkan melalwn arbitmse, medias,
konsiliasi atau pengadilan negen dalam wilavah hukum Republik Indonesia

Larangan Pemberian Komis)

Penyedia mengamin bahwa ftidak satu pun persoml satuan kerja  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah ataw akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dan SP ini, Penvedia menyetuyjui bahwa pelanggaran svarat
ini merwpakan pelanggaran vang mendasar terhadap SP ini.

fasa Berlaku 5P

SP imi berlaku sejak tangpal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP i1 dibuat dan ditandatangam dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memihkl kekuatan hukum vang sama

Untuk dan atas nama Kab, Klungkung

Untuk dan atas nama PenyediaKemitraan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan (K50
Tanda Bukti Perjanjian

HER A FOTOCOPY

I Made Sumiarna, SH., M.AP
JIn, Gajahmada No, 78 Semarapura Kangin

[nspektur Daerah Kabupaten Klungkung



Dari Pihak Pemilik Fekmun MFHW;F

I Nama [ KETUT SUTARA
Alamat nmmmanw . d

I1. Dari Pihak Pelaksana/Penugas — PIHAK KEDUA
Mama I Made Suminrta, SHM A P
Jabatan - Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung
Alamat - JI. Gajah Mada No.66 Semampura

Dengan ini PIHAK KEDUA telah menverahkan hasil pekerjaan sesuai Surat Pesanan
(SP) Nomor * 1057/VIIITDA/2024 tanggal 29 Juli 2024 kepada PIHAK PERTAMA

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaksanaan pekerjaan/penyerahan pekerjaan oleh
PIHAK PERTAMA telah mencapai tahap presentas: 100% dengan baik, sehingga
PIHAK PERTAMA dapat menerima pembayaran dan PIHAK KEDUA sehesar
Rp.7.625.500 (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Pengguna Anggaran ( PA)

Sepakat dan Menyetujui
Fﬂl‘l}‘ﬂtl! HII.'H.I'IE-"JESH Iqspahﬂuﬂumh I'{ahupatr:n Klungkung




SURAT PESANAN
SATUAN KERJA PEJABAT

PENANDATANGAN/PENGESAHAN
SURAT PESANAN (SP) TANDA BUKTI PERJANJIAN :

NOMOR : 1056/VII/ITDA/2024
TANGGAL SP : 29 Juli 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Made Sumiarta, SH., M.A.P

Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura& - Kabupaten Klungkung - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

HERA FOTOCOPY

JIn. Gajahmada No. 78 Semarapura Kangin

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang



Daftar Produk PAKET P48-P2407-9946441

Mata Harga Harga Tanggal
Nama Produk Kuantitas & . -g Pengiriman Total Harga
Uang Satuan Kirim
Produk
3221000001-P48-
083741255 31 Desember Rp
12500.0 |IDR Rp 275,00 |Rp 0,00 2024 3.437.500,00
Jasa foto copy hitam-
putih-hera fotocopy
3270000004-P48- Rp 31 Desember Rp
193490408 .
75:0 IDR 18.000,00 Rp 0,00 2024 1.350.000,00

Jilid cover buffalo

TERBILANG : Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan
bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau



3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan vyang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum
di dalam SP ini; dan
memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c¢. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP

ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Gajah Mada nomor 66, Semarapura - Kabupaten Klungkung - Bali



4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a.

6. Harga

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barangrusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan
purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.



8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau
pemisahan.

Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi
barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi
(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a.
b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia
yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi
atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat



Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti
Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a.

14. Sanksi
a.

b.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (90) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (1) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;



2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan
SP secara tertulis kepada Penyedia.
c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau



c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau
Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (90) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia
berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya
selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi,
konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.



19, Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tdak satu pun  personil satuan kerja Pejabat
PenandatanganPengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atan akan menerima komisi

dalam bentuk apapun (gratifikas) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tdak langsung dan 5P ini. Penyedia menvetwjur bahwa pelanggaran syaral
ini merupakan pelanggaran vang mendasar terhadap SP imi

20, Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP im ditandatangani oleh para pihak sampa dengan
selesainya pelaksanaan pekenaan

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermateral dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum vang sama

Untuk dan atas nama Kab. Klungkung Untuk dan atas nama PenyediaKemitraan
(K50
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Penganjian HERA FOTOCOPY
T
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Berdasarkan hasil pemeriksaan, makn pelaksanasn peke aan/peny pekenaan oleh
PIHAK PERTAMA telah mencapai tahap presentasi 100% dengan baik, schingga
PIHAK PERTAMA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebesar
Rp-4.787 500 (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah)

gan sebenamya untuk dipergunakan

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat den
sebagaimana mestinya




